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ABSTRAK 

Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis 

dan laik jalan. Salah satu dari persyaratan teknis dan laik jalan adalah knalpot, 

knalpot merupakan komponen kendaraan bermotor yang wajib terpasang pasang 

pada tiap kendaraan. Polisi satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana yang 

bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang antara lain penjagaan, 

pengaturan, pengawalan, patroli dan pendidikan masyarakat, dalam setiap 

tindakan polisi satuan lalu lintas harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai efektivitas Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengaturan 

standar knalpot, Prosedur polisi satuan lalu lintas dalam menentukan suatu 

knalpot telah melewati ambang batas kebisingan dan melihat hambatan dan upaya 

polisi dalam menertibkan para pengguna knalpot bising. Penulis dalam 

menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian 

empiris. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Wakasat Lantas 

Kepolisian Resor Kota Barelang. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sudah berjalan cukup 

efektif, hal ini dinilai berdasarkan data adanya penurunan jumlah pelanggaran 

pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, polisi satuan lalu lintas 

tidak memiliki saran berupa alat dan prosedur khusus dalam menentukan suatu 

knalpot sudah melewati ambang batas kebisingan, kesadaran masyarakat menjadi 

hambatan dalam penertiban penggunaan knalpot bising. Hal yang perlu di benahi 

berkaitan dengan faktor-faktot yang mempengaruhi tingkat efektivitas, harus 

adanya sarana yang lengkap dalam pengujian kebisinagn suara knalpot, dan kerja 

sama dengan instansi terkait akan mempermudah dalam sosialisasi dan penegakan 

hukum terkait knalpot bising. 

 

 

 

Kata kunci : Knalpot, Kebisingan Suara, Polisi Lalu Lintas. 
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ABSTRACT 

Motorized vehicles operating on the road are required to meet technical and 

roadworthy requirements. One of the technical requirements and roadworthiness 

is muffler, muffler is a motorized vehicle component that must be installed in each 

vehicle. Traffic unit police is the implementing element tasked with carrying out 

police duties which include guarding, regulating, escorting, patrolling and public 

education, in any police action the traffic unit must be based on Law Number 22 

Year 2009 concerning traffic and road transportation. The purpose of this study is 

to find answers regarding the effectiveness of Law No. 22 of 2009 concerning 

traffic and road transport towards the regulation of muffler standards, the traffic 

police police procedures in determining an exhaust has crossed the noise 

threshold and see obstacles and police efforts in curb noisy exhaust users. The 

author in finding answers related to these problems uses empirical research 

methods. The data was obtained by the writer from the results of an interview with 

Wakasat Lantas Police of the Barelang City Resort. The results of the study are 

Law Number 22 Year 2009 concerning traffic and road transportation, it has been 

running quite effectively, this is assessed based on data of a decrease in the 

number of violations in 2018 when compared to 2017, the traffic police have no 

advice in the form of tools and Specific procedures in determining an exhaust has 

passed the noise threshold, public awareness becomes an obstacle in controlling 

the use of noisy exhaust. Things that need to be addressed relate to the factors 

that influence the level of effectiveness, there must be a complete means in testing 

the noise noise muffler, and cooperation with relevant agencies will facilitate the 

socialization and law enforcement related to noisy exhaust. 

 

 

 

Keywords : Muffler, Sound Noise, Police Traffic Unit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu 

kala. Hanya saja alat angkut yang di maksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum 

tahun 1800 alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan 

sumber tenaga dari alam. Pengangkutan hanya barang-barang dalam jumlah kecil 

dan memakan waktu yang relatif lama. (Salim, 2006:5) Seiring dengan 

berkembanganya pengetahuan manusia, maka terciptalah alat transportasi yang 

dapat melakukan pengangkutan barang dalam jumlah besar dan membutuhkan 

waktu pengantaran yang relatif lebih cepat. Peran transportasi sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat modern. Dipicu dengan upaya untuk “mendekatkan” jarak, 

yang semula perjalan dirasa lama akan terasa semakin singkat, itu semua berkat 

perkembangan teknologi transportasi. (Miro, 2012:8) 

Di  iera  imodern  iseperti  isekarang,  ikebutuhan  iakan  itransportasi  idibuat  

imenjadi  ihal  iyang  isangat  iberharga  ibagi  imasyarakat  iselama  imenjalani  ikehidupan  

isehari-hari.  iMulai  isaat  iini  imasyarakat  iuntuk  ibepergian  ijauh  ibisa  idengan  imudah  

idan  icepat  isampai  idi  itempat  iyang  iingin  idituju.  iSemua  iini  idiperoleh  idari  

ipemikiran  imanusia  isendiri  idalam  imenciptakan  idan  imengembangkan  ialat-alat  

itransportasi  iyang  isungguh  imembantu  ikehidupan  isehari-hari  isampai  ikini.  

ikendaraan  ibermotor  iroda  idua  iatau  idisebut  idengan  isebutan  isepeda  imotor  
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imerupakan  iSalah  isatu  idiantara  ibanyak  ialat  itransportasi  iyang  isangat  ibanyak  

idigunakan  imasyarakat.  i 

Industri  isepeda  imotor  iasli  ibuatan  iIndonesia  idan  ibuatan  iluar  iIndonesia  

iyang  ikemudian  idirangkai  idi  iIndonesia  isemakin  ihari  isemakin  iberagam  ijenis  idan  

imodelnya.  iSehingga  imembuat  ibanyak  imasyarakat  iIndonesia  itertarik  iuntuk  

imembeli  isepeda  imotor.  iDari  isini  iberaneka  iragam  idan  imacam  ikeinginan  

imasyarakat  iIndonesia  iyang  iberbeda-beda  iuntuk  imemiliki  idengan  icara  imembeli  

isepeda  imotor  isesuai  idengan  iyang  idinginkannya,  ihal  iini  ibisa  idilihat  idari  ibegitu  

ibanyak  ibentuk  idan  imodel  isepeda  imotor  idi  iIndonesia.  iMasyarakat  iharus  

imemahami  ibetul  idalam  imemilih  isepeda  imotor  iyang  iingin  iditungganginya.  iHal  

iini  iberguna  iuntuk  idapat  imemberikan  imanfaat  isekaligus  irasa  ihormat  idari  iorang  

ilain,  iyang  idapat  ilebih  imeningkatkan  irasa  ipercaya  idiri  iketika  isaat  isudah  

imengendarai  isepeda  imotor  itersebut.  iDi  isatu  isisi  imasyarakat  imembeli  isepeda  

imotor  ipasti  iakan  idigunakan  idi  ijalan  iraya,  ijalan  iraya  iialah  isatu-satunya  ijalur  

iuntuk  ipara  ipengendara  isepeda  imotor  iyang  imempunyai  iaturan  iberlalu-lintas. 

Muncullah  isuatu  iaturan  iyang  imengatur  isetiap  ipengendara  isepeda  imotor  

iuntuk  iberlalu-lintas  idengan  ibaik  idan  ibenar  idemi  ikeselamatan  ibersama  isesama  

ipengguna  ijalan  ilainnya.  iSelain  ikeselamatan  ibersama,  ipengemudi  isepeda  imotor  

ijuga  iperlu  imemperhatikan  ikenyamanan  idan  ikeamanan  ikendaraan  iuntuk  

iberaktifitas  isehari-hari.  iDengan  idemikian  isetiap  ipengendara  iharus  imemahami  

iaturan-aturan  iberlalu  ilintas,  ipaling  itidak  ipoin-poin  ipenting  iyang  imengatur  ihal  

itersebut  iagar  itidak  imelanggar  itata  itertib  iberlalu-lintas  iserta  itidak  idikenai  isanksi  
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ipelanggaran  iberlalu-lintas  isaat  iPolisi  imelakukan  ikegiatan  ipenertiban  ilalu  ilintas  

idi  ijalan  iraya.  iAkan  itetapi  imasih  ibanyak  ijuga  imasyarakat  iyang  imasih  ibelum  

itahu  i(bahkan  ikurang  ipeduli)  idengan  ipoin-poin  ipenting  i(peraturan)  iyang  iharus  

idiperhatikan  idalam  iberlalu-lintas  idijalan.  iPadahal  ipada  idasarnya  imasyarakat  

iharus  isadar  iakan  ihukum  idan  ipoin-poin  i(peraturan)  itersebut.  iAturan  imengenai  

ilalu  ilintas  itersebut  isudah  idiatur  idi  idalam  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  

i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan.  iHal  itersebut  isesuai  idengan  iisi  

iPasal  i3  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan. 

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan di selenggarakan dengan tujuan :  

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan 

umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 

menjunjung tinggi martabat bangsa.  

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.  

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Tentu tujuan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang di perintahkan 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang sudah ada dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga 

negara Republik Indonesia.  



4 

 

 

Bahwa  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  imempunyai  iperan  istrategis  idalam  

imendukung  ipembangunan  idan  iintegrasi  inasional  isebagai  ibagian  idari  iupaya  

imemajukan  ikesejahteraan  iumum  isebagaimana  idiamanatkan  ioleh  iUndang-

Undang  iDasar  iNegara  iRepublik  iIndonesia  iTahun  i1945.  iDalam  ihal  iini  

ipembahasannya  ilebih  imengarah  ikepada  ipengemudi  ikendaraan  ibermotor  iroda  

idua  iyaitu  isepeda  imotor.  iCoba  iberpikir  imundur  isejenak  iuntuk  imenganalisa  

isedikit  ikeinginan  imasyarakat  ikhususnya  ikalangan  iremaja.  iBagi  imasyarakat  iyang  

iingin  imemiliki  isepeda  imotor  itidak  isemua  imau  imenggunakan  isepeda  imotor  

istandar  ipengeluaran  ipabrik  iyang  isudah  isesuai  idengan  ipersyaratan  iteknis  idan  

ilayak  ijalan  iyang  idiatur  idi  idalam  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  

iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  isehingga  isepeda  imotor  itersebut  

idimodifikasi  isedemikian  irupa  idan  imerubah  iapapun  ibagian-bagian  iatau  iaksesoris  

iyang  iada  ipada  isepeda  imotor  itersebut  isampai  itidak  imemperdulikan  ikenyamanan,  

ikeamanan  idan  ikeselamatan  iyang  iseharusnya  ilebih  ipenting  iuntuk  idiperhatikan  

idalam  iberlalu  ilintas.  i 

Adanya peraturan yang memaksa bertujuan untuk terciptanya kehidupan 

yang terarah, teratur dan serta menjamin hak dari setiap orang (subjek hukum). 

Dengan ketaatan terhadap hukum, subjek hukum akan melindungi kepentingannya 

sendiri dan kepentingan orang lain. (T. Prasetyo, 2017) Namun masyarakat tidak 

perlu khawatir karna dalam hukum pidana juga di kenal azas legalitas yaitu 

”Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”(HR, 2014) yang artinya 

tidak  iperbuatan  iyang  idapat  idi  ipidana  ikeuali  iatas  ikukuatan  iaturan  ipidana  idalam  

iperundang-undangan  iyang  itelah  iada  isebelum  iperbuatan  idilakukan.  
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i(Simorangkir,  ierwin,  i&  iPrasetyo,  i2013:108),  imaksud  idari  iasas  itersebut  iadalah  

iseseorang  itidak  idapat  idihukum  ibila  itidak  iada  iaturan  iyang  imengaturnya.  iJadi  

isebelum  imemodifikasi  isepeda  imotor  ialangkah  ibaiknya  ijika  imasyarakat  

imemahami  ibetul  iapa yang di perbolehkan dan apa yang di larang dalam 

memodifikasi sepeda motor. (Hiariej, 2012:34) 

Bagian  isepeda  imotor  iyang  isering  idiganti  idan  ilebih  iterlihat  imenonjol  iialah  

iknalpot.  iSepeda  imotor  iyang  idiganti  iknalpotnya  idiyakini  idapat  imenambah  

itenaga  ibahkan  isepeda  imotor  iakan  iterlihat  ilebih  igarang  ikarena  isuara  iyang  

iditimbulkan.  iTetapi  itidak  isedikit  iknalpot  iproduksi  ipabrikan  iyang  isudah  isesuai  

iaturan  iyang  iberlaku  idiganti  idengan  iknalpot  iyang  ibersuara  ilebih  ikeras.  

iPembuatan  iknalpot  ihandmade  i(buatan  isendiri)  ipengaturan  ikebisingannya  itidak  

iterlalu  idiperdulikan  iyang  ibiasanya  idibuat  itidak  idiukur  isesuai  ikebisingan  iyang  

inormal  iatau  istandar  imelainkan  iyang  ipenting  ibersuara  ikeras  iataupun  iulem  ibiasa  

ianak-anak  imenyebutnya  idan  isuara  iitu  idapat  idipesan  isesuai  ikeinginan  

ikonsumen. 

Selepas  ipemakaian  iknalpot  ifree  iflow  i(brong)  iatau  iknalpot  iracing  i(balap)  

idipasang  idi  isepeda  imotor.  iYakinlah  ipada  isaat  ipengendara  idengan  isepeda  imotor  

iyang  imenggunakan  iknalpotnya  iyang  itidak  istandar  iakan  ilebih  iterasa  itarikannya  

idan  ipada  isaat  ipengendara  ilain  imemotong  ijalan  idari  ibelakang,  ipengendara  iakan  

ilebih  imerasa  itertantang  imeluapkan  iemosi,  idisertai  idengan  itarikan  igas  ilebih  

idalam  isedalam-dalamnya  iuntuk  imemberi  iperingatan  isi  ipengendara  iyang  

imemotong  ijalan  itadi.  iMaka  isedari  isitulah  ikeluar  ipatokan  ibahwasannya  isuara  
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iyang  idihasilkan  idari  iknalpot  ifree  iflow  i(brong)  iatau  iknalpot  iracing  i(balap)  

imelebihi  isuara  isepeda  imotor  idengan  iknalpot  istandart  iyang  ibiasa  idiproduksi  

ioleh  iperusahaan-perusahaan  iyang  imengeluarkan/  imemproduksi  isepeda  imotor  

ipabrikan.  iSuara  idari  iknalpot  ifree  iflow  i(brong)  iatau  iknalpot  iracing  i(balap)  

itersebut  isudah  imelebihi  istandar  iambang  ibatas  ikebisingan  iyang  ipengaturannya  

itertuang  idalam  iPeraturan  iMenteri  iNegara  iLingkungan  iHidup  iNomor  i07  iTahun  

i2009  iTentang  iAmbang  iBatas  iKebisingan  iKendaraan  iBermotor  iTipe  iBaru. 

Maraknya  imasyarakat  iyang  imenggunakan  isepeda  imotor  iternyata  

imemberikan  isebuah  ipolemik  itersendiri  iterkait  idengan  ipara  ipengguna  isepeda  

imotor  iyang  iramai  imemodifikasi  imotornya  i(merubah  idari  ikeadaan  istandar  

ipabrik).  iNamun  ibeberapa  iide  imemodifikasi  isepeda  imotornya  iitu  iternyata  imalah  

idapat  imengganggu  idan  imembahayakan  ipengendara  imotor  ilain  ipada  ijalan  

iumum.  iDemikian  ihalnya  iyang  iterjadi  ipada  ikondisi  ilalu  ilintas  itransportasi  idi  

iwilayah  ikota  iBatam.  iMasih  ibanyak  ipengendara  isepeda  imotor  idi  ikota  iBatam  

iyang  imemodifikasi  imotornya  itidak  imengikuti  ipersyaratan  iteknis  idan  istandar  

ilaik  ijalan  isehingga  iketika  isepeda  imotor  itersebut  idioperasikan  idi  ijalan  isangat  

imengganggu  idan  ibahkan  ibisa  imembahayakan  ipengguna  ijalan  ilainnya.  i 

Misalnya,  itidak  imemenuhi  ipersyaratan  iteknis  idan  ilaik  ijalan  iyang  imeliputi  

ikaca  ispion,  iklakson,  ilampu  iutama,  ilampu  irem,  ilampu  ipenunjuk  iarah,  ialat  

ipemantul  icahaya,  ialat  ipengukur  ikecepatan,  iknalpot,  idan  ikedalaman  ialur  iban  

isesuai  idengan  iPasal  i285  iayat  i(1)  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  

iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan.  iSehingga  ikegemaran  imasyarakat  
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imengubah  imotor  idengan  iknalpot  istandar  imenjadi  imotor  idengan  iknalpot  imodel  

ifree  iflow  i(brong)  iatau  iknalpot  iracing  i(balap)  iuntuk  idipakai  isehari-hari  ipada  

ijalan  iumum  iini  imerupakan  isuatu  imasalah,  i(Hanan,  i2013)  iKarena  idampak  idari  

ipenggunaannya  iakan  isangat  imengganggu  iketertiban  idan  ikenyamanan  iberlalu  

ilintas  idan  iberkendara  idi  iruang  ipublik  idengan  iberbagai  imacam  ibentuk  

ipelanggaran  iatau  ikasus  ilaka  ilantas  iyang  iterjadi.  i 

Untuk tingkat kebisingan knalpot, untuk produsen motor di Indonesia sudah 

ada Peraturan  iMenteri  iNegara  iLingkungan  iHidup  iNomor  i07  iTahun  i2009  

iTentang  iAmbang  iBatas  iKebisingan  iKendaraan  iBermotor  iTipe  iBaru.  iUntuk  

ipemeriksaan  ikendaraan  ibermotor  iada  iPeraturan  iPemerintah  iRepublik  iIndonesia  

iNomor  i80  iTahun  i2012  iTentang  iTata  iCara  iPemeriksaan  iKendaraan  iBermotor  iDi  

iJalan  iDan  iPenindakan  iPelanggaran  iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan.  iSayangnya  

idari  iperaturan perundang-undangan di atas masih belum ada aturan yang 

mengatur bagaimana cara pengujian kebisingan suara knalpot di jalan. Sehingga 

menimbulkan masalah penegakan hukum yang akan di lakukan pihak polisi 

satuan  ilalu  ilintas. 

Berdasarkan  ifenomena  iyang  itelah  idipaparkan  isebelumnya,  imaka  ipenulis  

itertarik  iuntuk  imelakukan  ipenelitian  itentang  imasalah  itersebut  idi  iatas  idengan  

imengambil judul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 

TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

TERHADAP PENGATURAN STANDAR KANLPOT (STUDI PADA 

KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari fenomena yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut :  

1. Maraknya sepeda motor modifikasi khususnya bagian knalpot dari 

standar pabrikan diubah menjadi knalpot modifikasi yang 

mempunyai efek kebisingan suara. 

2. Kebisingan suara dari knalpot harus di uji tingkat kebisingannya 

agar dapat menentukan apakah knalpot tersebut telah melewati 

ambang batas kebisingan. 

3. Adanya  ihambatan  iSatuan  iLalu  iLintas  i(Satlantas)  iKepolisian  iResor  

iKota  iBarelang  idalam  imelaksanakan  ipenertiban  ipengemudi  isepeda  

imotor  iyang  imenggunakan  iknalpot  idi  iatas  iambang  ibatas  

ikebisingan. 

1.3. Batasan Masalah  

Dalam  ipembahasan  ipenelitian  iini  ipenulis  imembatasi  iuntuk  imelakukan  

ipenelitian  ihanya  ipada  imasalah  iyang  iditeliti  iyaitu  imengenai  iefektivitas  iUndang-

Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan,  

imekanisme  iPolisi  idalam  imenentukan  isuatu  iknalpot  itelah  imelewati  iambang  

ibatas  ikebisingan,  iserta  ihambatan  idan  iupaya  iyang  idi  ilakukan  ipihak  ipolisi  isatuan  

ilalu  iLintas  iKepolisian  iResor  iKota  iBarelang  idalam  imelaksanakan  ipenertiban  

ipengemudi  isepeda  imotor  iyang  imenggunakan  iknalpot  idi  iatas  iambang  ibatas  

ikebisingan  itersebut. 
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1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  ilatar  ibelakang  idi  iatas,  idapat  idirumuskan  imasalahnya  isebagai  

iberikut:  i 

1. Apakah aturan mengenai standar kanlpot dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

sudah berjalan efektif? 

2. Bagaimana  imekanisme  iSatuan  iLalu  iLintas  iKepolisian  iResor  iKota  

iBarelang  idalam  imenentukan  istandar  iknalpot  iberdasarkan  

ikebisingan  isuara? 

3. Apa  ihambatan  iSatuan  iLalu  iLintas  iKepolisian  iResor  iKota  iBarelang  

idalam  imelaksanakan  ipenertiban  ipengemudi  isepeda  imotor  iyang  

imenggunakan  iknalpot  idi  iatas  iambang  ibatas  ikebisingan?  iDan  

ibagaimana  iupaya  iSatuan  iLalu  iLintas  iKepolisian  iResor  iKota  

iBarelang  iuntuk  imengatasinya? 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengaturan standar knalpot 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan. 

2. Untuk mengetahui mekanisme Polisi dalam menentukan suatu 

knalpot telah melewati ambang batas kebisingan. 
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3. Untuk  imengetahui  ihambatan  iSatuan  iLalu  iLintas  iKepolisian  iResor  

iKota  iBarelang  idalam  imelaksanakan  ipenertiban  ipengemudi  isepeda  

imotor  iyang  imenggunakan  iknalpot  idi  iatas  iambang  ibatas  ikebisingan  

idan  iuntuk  imengetahui  iupaya  idalam  imengatasinya. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat  i  i  iyang  i  i  idiharapkan  i  i  idari  i  i  ipenelitian  i  i  iini  i  i  imelalui  i  i  idua  

ipandangan  idiantaranya  isebagai  iberikut: 

1.6.1. Manfaat teoritis 

1. Hasil  ipenelitian  iini  idiharapkan  idapat  imemberikan  iwawasan  

ikeilmuan  ikepada  ipenulis  imengenai  iimplementasi  iUndang-Undang  

iNomor  i22  iTahum  i2009  itentang  iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan  

iTerhadap  iPengaturan  iStandar  iKnalpot. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

bagi pihak-pihak yang tertarik membahas lebih lanjut mengenai 

implementasi  Undang-Undang Nomor 22 Tahum 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Knalpot. 

3. Penelitian  iini  idiharpkan  idapat  imenambah  iinformasi  idan  ireferensi  

iyang  ibermanfaat  ibagi  ipenelitian-penelitian  iyang  iberkaitan  idengan  

iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahum  i2009  itentang  iLalu  iLintas  iDan  

iAngkutan  iJalan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 
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1. Secara  ipraktis  ipenelitian  iini  idiharapkan  idapat  imenjadi  isuatu  ibagian  

ipembenahan  iatau  iperbaikan  iterhadap  iUndang-Undang  iNomor  i22  

iTahun  i2009  itentang  iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan  iTerhadapat  

iPengaturan  iStandar  iKanlpot. 

2. Secara  ipraktis  ihasil  ipenelitian  iini  idiharapkan  idapat  imemberikan  

imanfaat  ipengetahuan  ikepada  ipara  ipembaca  ipada  iumumnya  idan  

ijuga  imemberikan  iwacana  ibaru  ibagi  ipengguna  isepeda  imotor  idan  

ipengusaha  ibengkel  imotor  iterhadap  ipraktik  imodifikasi  ikhususnya  

ibagian  iknalpot. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Pengertian Kendaraan 

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 

bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap 

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan  iyang  iberjalan  idi  iatas  irel,  iterdiri  idari  ikendaraan  ibermotor  

iperseorangan  idan  ikendaraan  ibermotor  iumum.  iKendaraan  itidak  ibermotor  iadalah  

ikendaraan  iyang  idigerakkan  ioleh  itenaga  iorang  iatau  ihewan.  iPasal  i1  iayat  i7  

isampai  i9  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  i.Jenis  ikendaraan  ibermotor  idalam  ipasal  i47  iayat  i2  iUndang-

Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan antara 

lain : 

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau 

tanpa rumahrumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 

kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.  

2. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 

dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 

termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi.  
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3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 

dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 

bagasi.  

4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang 

termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

5. Kendaraan  iKhusus  iadalah  iKendaraan  iBermotor  iyang  idirancang  

ikhusus  iyang  imemiliki  ifungsi  idan  irancang  ibangun  itertentu,  iantara  

ilain:  iKendaraan  iBermotor  iTentara  iIndonesia,  iKendaraan  iBermotor  

iKepolisian  iNegara  iRepublik  iIndonesia;  ialat  iberat  iantara  ilain  

ibulldozer,  itraktor,  imesin  igilas  i(stoomwaltz),  iforklift,  iloader,  

iexcavator,  idan  icrane;  iserta  iKendaraan  ikhusus  ipenyandang  icacat. 

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah 

mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor 

tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. (Wikipedia, 2019)  Sedangkan pada 

kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada 

pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat 

populer karena harganya yang relatif murah dan terjangkau untuk sebagian besar 

kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta serta biaya operasionalnya cukup 

hemat. 

 Saat  iini  isepeda  imotor  isudah  ibanyak  ivariasinya,  iyaitu:  ibeberapa  imotor  

idilengkapi  idengan  ipapan  ikaki  idan  ibukan  i“gagang  iinjekan”,  iseperti  imotor  imatic,  

idan  imobil  isamping  idan  ijuga  iberoda  itiga,  iyang  ibiasa  idisebut  itrike.  iSepeda  imotor  
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imemiliki  isejarah  iyang  ipanjang  idi  inegeri  iini.  iSepeda  imotor  isudah  ihadir  isejak  

inegara  iini  iberada  idi  ibawah  ipendudukan  iBelanda  idan  imasih  ibernama  iHindia  

iTimur,  iOost  iIndie  iatau  ieast  iIndia.  iData  iyang  iada  imenyebutkan,  isepeda  imotor  

ihadir  idi  iIndonesia  isejak  itahun  i1893  iatau  i118  itahun  iyang  ilalu.  iUniknya,  

iwalaupun  ipada  isaat  iitu  inegara  iini  imasih  iberada  idibawah  ipendudukan  iBelanda,  

iorang  ipertama  iyang  imemiliki  isepeda  imotor  idi  inegeri  iini  ibukanlah  iorang  

iBelanda,  imelainkan  iorang  iInggris.  i 

Dan,  iorang  iitu  ibernama  iJohn  iC  iPotter,  iyang  isehari-hari  ibekerja  isebagai  

imasinis  ipertama  idi  ipabrik  igula  iOemboel  i(baca  iUmbul)  iProbolinggo,  iJawa  

itimur.  iSepeda  imotor  ibuatan  iHildebrand  iund  iWolfmuller  iitu  ibelum  

imenggunakan  irantai,  ibelum  imenggunakan  ipersneling,  ibelum  imenggunakan  

imagnet,  ibelum  imenggunakan  iaki  i(accu),  ibelum  imenggunakan  ikoil,  idan  ibelum  

imenggunakan  ikabel-kabel  ilistrik.  iSepeda  imotor  iitu  imenyandang  imesin  idua  

isilinder  ihorizontal  iyang  imenggunakan  ibahan  ibakar  ibensin  iatau  inafta.  

iDiperlukan  iwaktu  i20  imenit  iuntuk  imenghidupkan  idan  imenstabilkan  imesinnya. 

2.1.2. Pengertian Modifikasi 

Pengertian  iModifikasi  iMotor  imerupakan  igabungan  idua  ikata  iyang  iterdiri  

i“modifikasi  iberarti  iubah,  ipengubahan,  iperubahan”  idan  ikata  imotor  iyang  iberarti  

i“1)  imesin  iyang  imenjadi  itenaga  ipenggerak  i2)  isepeda  iyang  idigerakkan  ioleh  

imesin  isehingga  idapat  ibejalan  idengan  ipengendaraan  iorang”.  i(Imanto,  i2014)  

iApabila  idua  ikata  itersebut  idigabung  imaka  imenimbulkan  imakna  iyang  ibaru  iyaitu  

ipengubahan  ikendaraan  ibermotor.  iMakna  imerubah  iatau  imemodifikasi  ikendaraan  
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ibermotor  iyaitu  isepeda  imotor  istandar  idari  ipabrikan  idirubah  imenjadi  ibentuk  ibaru  

idengan  imelakukan  iinovasi  ipada  ibagia  itertentu  isesuai  idengan  idesain  iatau  ikonsep  

iperancangannya  iatau  ipemodifnya.  i(Imanto,  i2014).  iPada  ipasal  i1  iayat  i12  

iPeraturan  iPemerintah  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i55  iTahun  i2012  iTentang  

iKendaraan  imodifikasi  ikendaran  ibermotor  iadalah  iperubahan  iterhadap  ispesifikasi  

iteknis  idimensi,  imesin,  idan/atau  ikemampuan  idaya  iangkut  iKendaraan  iBermotor. 

Sementara  imenurut  iSetiawan  idalam  ibuku  iteknis  ipraktis  imerawat  idan  

imereparasi  isepeda  imotor  imatik.  iModifikasi  imotor  iadalah  imengubah  imotor  idari  

ibentuk  istandar  ipabrikan  imenjadi  ibentuk  ibaru  inamun  idalam  iperubahan  itersebut  

itanpa  imengubah  ikenyamanan  idalam  iberkendara.  iPada  idasarnya  imemodifikasi  

ikendaraan  ibermotor  ikhususnya  isepeda  imotor  iada  ibeberapa  iklasifikasi  iatau  ijenis  

imodifikasi  isepeda  imotor  iyang  idikupas  idalam  iTabloid  iMotor.  i(Imanto,  i2014)  

idiantaranya  iadalah  i: 

1. Modifikasi  iSedang.  iModifikasi  imotor  iyang  idilakukan  idengan  

imerubah  ibeberapa  ibagian  imotor  isecara  isedang  iatau  imenengah  

iyaitu  idengan  icara  imengganti  ibeberapa  ibagian  ipokok  imotor  iseperti  

imengganti  iveleg,  iban,  istang,  isuspense,  imemasang  ifairing,  iserta  

ipengecatan beberapa bagian atau seluruhnya. 

2. Modifikasi  iBerat.  iModifikasi  imotor  iyang  idilakukan  idengan  

imerubah  ikeseluruhan  ibagian  imotor  isehingga  imenjadi  ibentuk  ibaru.  

iPada  ikategori  iModifikasi  iBesar,  ihampir  ibagian-bagian  ipenting  

isebuah  imotor  imengalami  iperombakan,  iseperti  isuspense  idepan  
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isampai  ibelakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan 

dapur pacu atau mesinn motornya termasuk perubahan kerangka 

motor. 

3. Modifikasi  iekstrim.  iModifikasi  imotor  iuntuk  ikategori  iini  ihampir  

isama  idengan  ikategori  ibesar,  inamun  iperubahan  iyang  idilakukan  

iterlihat  iekstrim  iatau  iagak  imenyimpang  ibahkan  itidak  

imengindahkan  ikeselamatan  iberkendara.  iModifikasi  iseperti  iini  

idilakukan  idengan  imerubah  ikeseluruhan  ibagian  imotor  isehingga  

imenjadi  ibentuk  ibaru yang aneh, ganjil, unik dan sejenisnya. 

Pada kategori Modifikasi Ekstrim, hampir keseluruhan bagian-bagian 

penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspensi depan sampai 

belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau 

mesin motornya temasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari 

memodifikasi secara ekstim ini biasanya akan melanggar persyaratan teknis dan 

laik jalan.  

2.1.3. Teori Penegakan Hukum 

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat atau 

keingnan untuk hidup teratur. Hasrat untuk hidup dengan teratur tersebut dipunyai 

sejak lair dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. 

Namun  iterkadang  iapa  iyang  idi  ianggap  iteratur  ioleh  iseseorang,  ibelum  itentu  

idianggap  iteratur  ioleh  iorang  iatau  ipihak  ilain.  iOleh  ikarena  iitu  imanusia  isebagai  

imahluk  isosial  iyang  isenantiasa  imembutuhkan  ibantuan  idari  imanusia  ilainnya  

iharus  imembuat  isuatu  ipatokan  idalam  iagar  itidak  iterjadi  ipertentangan  ikepentingan  
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isebagai  iakibat  idari  ipendapat  iyang  iberbeda-beda  imengenai  iketeraturan  itersebut.  

i(Soekanto,  i2018) 

Patokan mengenai bagaimna bersikap teratur tersebut kemudian di kenal 

dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut besar 

kemungkinan  muncul dari pandangan mengenai apa yang di anggap baik dan 

buruk. Yang pada umumnya disebut nilai. Norma atau kaidah yang sudah di 

tetapkan selanjutnya berfungsi mengatur pribadi manusia. Khususnya mengenai 

bidang kepercayaan atau kesusilaan. Norma atau kaidah memiliki berbagai tujuan 

antara lain: (Soekanto, 2018) 

1. Norma  iatau  ikaida  ikepercayaan  iagar  imanusia  imemiliki  ikehidupan  

iyang  iberiman. 

2. Norma  iatau  ikaida  ikesusilaan  iagar  imanusia  imempunyai  ihati  inurani  

iyang  ibersih. 

3. Norma  iatau  ikaida  ikesopanan  iagar  imanusia  imengalami  ikesenangan  

iatau  ikenikmatan  idi  idalam  ikehidupannya. 

4. Norma atau kaida hukum agar manusia merasakan kedamaian di 

dalam kehidupannya, di mana kedamaian berarti suatu keserasian 

antar ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan 

dangan kebebasan. 

Empat tujuan di atas yang berkaitan erat dengan tujuan hukum, sehingga 

tugas hukum adalah tidak lain dari pada mencapai suatu kepastian hukum. 
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(Soekanto, 2018) Berdasar penjelasan tersebut di atas masalah pokok dari pada 

penegakan  ihukum  isebenarnya  iterletak  ipada  ifaktor-faktor  iyang  imungkin  

imempengaruhinya.  iFaktor-faktor  itersebut  imempunyai  iarti  iyang  inetral  isehingga  

idampak  ipositif  iatau  inegatifnya  iterletak  ipada  iisi  idari  ifaktor  itersebut.  iTeori 

Penegakan ihukum  iadalah  ibahwa  iefektif  iatau  itidaknya  isuatu  ihukum  iditentukan  

ioleh  i5  i(lima)  ifaktor.  iYaitu:  i(Soekanto,  i2018) 

1. Faktor hukumnya sendiri.  

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku 

secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan 

demikian, maka undang-undang dalam materiil meliputi:  

a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

suatu kelompok tertentu saja maupun yang berlaku secara 

umum di sebagian wiayah negara.  

b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di tempat tertentu 

saja. Agar undang-undang dapat memberikan dampak positif 

maka ada beberapa asas agar kemudian dapat berlaku secara 

efektiv. 

Asas yang digunakan agar undang-undang dapat berjalan efektif tersebut 

antara lain: (Soekanto, 2018) 

1. Asas  iNon-Retroaktif.  iUndang-undang  itidak  iberlaku  isurut:  iartinya,  

iundang-undang  ihanya  iboleh  iditerapkan  iterhadap  iperistiwa  iyang  
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idisebut  idalam  iundang-undang  itersebut,  iatau  iterhadap  iperistiwa  

iyang  iterjadi  iselepas  iundang-undang  itersebut  iberlaku. 

2. Asas lex superior derogat legi inferior.  Undang-undang yang di 

buat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi pula. 

3. Asas lex specialis derogat legi generalis. Undang-undang yang 

khusus mengesampingakn undang-undang yang umum. 

4. Asas lex posterior derogat legi priori.  Undang-undang yang baru 

mengesampingkan undang-undang yang lama. 

Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dapatlah dikatakan bahwa 

peraturan  ihukum  iyang  ibaik  iitu  iadalah  iperaturan  ihukum  iyang  idapat  idi  

ilaksanakan.  iDapat  idilaksana  iadalah  ibahwa  isetiap  ipembentukan  iperaturan  

iperundang-undangan  iharus  imemperhitungkan  iefektifitas  iperaturan  iperundang-

undangan  itersebut  idi  imasyarakat,  ibaik  isecara  ifilosofism  iyuridis  imaupun  

isosiologis.  i(Indrati,  i2007)  idilihat  idari  isisi:  i 

1. Sisi yurudis. 

a. Landasan  iyuridis  imerupakan  ipertimbangan  iatau  ialasan  iyang  

imenggambarkan  ibahwa  iperaturan  iyang  idibentuk  iuntuk  

imengatasi  ipermasalahan  ihukum  iatau  imengisi  ikekosongan  

ihukum  idengan  imempertimbangkan  iaturan  iyang  itelah  iada,  
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iyang  iakan  idiubah,  iatau  iyang  iakan  idicabut  iguna  imenjamin  

ikepastian  ihukum  idan  irasa  ikeadilan  imasyarakat.  i 

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga 

perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. 

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang 

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau 

tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, 

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 

peraturannya memang sama sekali belum ada. 

2. Sosiologis. 

a. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 

dan negara. 

3. Filosofis. 

a. Landasan  ifilosofis  imerupakan  ipertimbangan  iatau  ialasan  

iyang  imenggambarkan  ibahwa  iperaturan  iyang  idibentuk  

imempertimbangkan  ipandangan  ihidup,  ikesadaran,  idan  icita  

ihukum  iyang  imeliputi  isuasana  ikebatinan  iserta  ifalsafah  



21 

 

 

ibangsa  iIndonesia  iyang  ibersumber  idari  iPancasila  idan  

iPembukaan  iUndang-Undang  iDasar  iNegara  iRepublik  

iIndonesia  iTahun  i1945. 

2. Faktor penegak hukum.  

Ruang  ilingkup  idari  iistilah  ipenegak  ihukum  iadalah  iluas  isekali,  ioleh  ikarena  

imencakup  imereka  iyang  isecara  ilangsung  idan  itidak  ilangsung  iberkecimpung  idi  

idalam  ibidang  ipenegakan  ihukum.  iSecara  isosiologis,  imaka  isetiap  ipenegak  ihukum  

imempunyai  ikedudukan  idan  iperanan.  iKedudukan  imerupakan  iposisi  itertentu  

idalam  istruktur  iorganisasi,  iyang  imana  isemakin  itinggi  imakan  isemakin  iberat  ijuga  

itugas  idan  itanggung  ijawabnya,  ikedudukan  idisini  imerupakan  isuatu  itempat  idi  

imana  ihak  idan  ikewajiban  ibertemu,  ihak  idan  ikewajiban  itadi  ibiasa  idisebut  

iperanan.  i(Soekanto,  i2018).  iMasalah  iperanan  idi  ianggap  ipenting  ikarna  ipenegak  

ihukum  imemiliki  iperan  idi  imana  ikeputusannya  idalam  isuatu  iperistiwa  iharus  ibisa  

idi  ipertanggung  ijawabkan.  iPengambilan  ikeputusan  iyang  itidak  iterikat  ioleh  

ihukum,  idi  imana  ipenilai  isecara  ipribadi  ijuga  imemegang  iperan.  iPengambilan  

ikeputusan  iyang  itidak  iterikat  ioleh  ihukum  ibiasa  idi  isebut  idiskresi.  i(D.  iPrasetyo,  

i2014) 

Yakni  ipihak-pihak  iyang  imembentuk  imaupun  imenerapkan  ihukum.  iPenegak  

ihukum  isebagai  isalah  isatu  ifaktor  iyang  imenentukan  iproses  ipenegakan  ihukum  

itidak  ihanya  ipihak-pihak  iyang  imenerapkan  ihukum.  iTetapi  ijuga  ipihak-pihak  iyang  

imembuat  ihukum.  iPihak-pihak  iyang  iterkait  isecara  ilangsung  idalam  iproses  

ipenegakan  ihukum,  iyaitu  ikepolisian,  ikejaksaan,  ikehakiman,  ikepengacaraan,  idan  

ipemasyarakatan,  imempunyai  iperanan  iyang  isangat  imenentukan  ibagi  
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ikeberhasilan  iusaha  ipenegakan  ihukum  idalam  imasyarakat.  iPenegak  ihukum  

imerupakan  igolongan  ipantauan  idalam  imasyarakat,  iyang  ihendaknya  imempunyai  

ikemampuan-kemampuan  itertentu,  isesuai  idengan  iaspirasi  imasyarakat.  iMereka  

iharus  idapat  iberkomunikasi  idan  imendapatkan  ipengertian  idari  igolongan  isasaran,  

idisamping  imampu  imembawakan  iperananan  iyang  idapat  iditerima  ioleh  

imasyarakat.  iSelain  iitu,  ipenegak  ihukum  ijuga  iharus  ibijaksana  iuntuk  

imenumbuhkan  ipartisipasi  imasyarakat,  imemperkenalkan  iperaturan-peraturan  

ihukum  ibaru,  idan  imenunjukkan  iketeladanan  iyang  ibaik.  i 

Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:(Juwono, 2006) 

a. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.  

b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.  

c. Uang mewarnai penegakan hukum.  

d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum 

yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.  

e. Lemahnya sumberdaya manusia. 

f. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.  

g. Keterbatasan anggaran.  

h. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

(Sanyoto, 2008) 

Tanpa  iadanya  isarana  iatau  ifasilitas  itertentu,  imaka  itidak  imungkin  

ipenegakan  ihukum  iakan  iberlangsung  idengan  ilancar.  iSarana  iatau  ifasilitas  
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itersebut,  iantara  ilain  imencakup  itenaga  imanusia  iyang  iberpendidikan  idan  

iterampil,  iorganisasi  iyang  ibaik,  iperalatan  iyang  imemadai,  ikeuangan  iyang  icukup,  

idan  iseterusnya.  iKalau  ihal-hal  iitu  itidak  iterpenuhi,  imustahil  ipenegakan  ihukum  

iakan  imencapai  itujuannya.  i(Soekanto,  i2018) 

Adapun  ibeberapa  ihal  itentang  isarana  idan  iprasarana  iyang  imempengaruhi  

ipeningkatan  ipenegakan  ihukum  idalam  ilalu  ilintas  iadalah  isebagai  iberikut  i:  

i(Anggarasena,  i2010) 

1. Terbatasnya  isarana  idan  iprasarana  iyang  imendukung  iterlaksananya  

ipenegakan  ihukum  idi  ibidang  ilalu  ilintas  iantara  ilain:  iPerlengkapan  

ijalan  iseperti:  irambu-rambu,  imarka  ijalan,  ipenerangan  ijalan  idan  

itanda-tanda  ilalu  ilintas  ilain  idirasakan  imasih  isangat  ikurang. 

a. Mobilitas  iaparat  ipenegak  ihukum  iyang  itidak  imengimbangi  

ihakekat  iancaman. 

b. Alat  iteknologi  iyang  idapat  idimanfaatkan  iuntuk  itugas  

ipenegak  ihukum,  ibelum  ibisa  idioperasionalkan  isecara  

iyuridis. 

2. Tidak  iberfungsinya  ijalan  isebagaimana  imana  imestinya,  iakibatnya  

ipenggunaan  iuntuk  ikaki  ilima,  iparkir  ipada  ibadan  ijalan,  ibangunan  

ipada  idaerah  imanfaat  ijalan  idan  isebagainya. 

3. Rendahnya  idisiplin  idan  ibudaya  itertib  ipara  ipemakai  ijalan,  

isebagaimana  iakibat  ikualitas  idisiplin  iyang  irendah,  ipemahaman  
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iaturan  iyang  ikurang,  idan  ipengaruh  imanajemen  itransportasi  iyang  

itidak  isehat. 

4. Belum  iadanya  iorganisasi  ikhusus  iyang  ibertanggung  ijawab  iterhadap  

ikeselamatan  ilalu  ilintas  idi  inegeri  iini  idalam  iwadah/  ibadan  

ikoordinasi  idi  ibidang  ilalu  ilintas  iyang  iada  idi  iwilayah-wilayah  ibelum  

imencerminkan  ikinerja  iyang  iterfokus  ipada  imasalah  ikeselamatan  

ilalu  ilintas. 

4. Faktor masyarakat.  

Faktor  iyang  iterpenting  idari  imasyarakat  iyang  imenetukan  ipenegakan  ihukum  

iadalah  ikesadaran  ihukum  imasyarakat.  iSemakin  itinggi  ikesadaran  imasyarakat,  

imaka  iakan  isemakin  imemungkinkan  ipenegakan  ihukum  iyang  ibaik.  iSebaliknya,  

isemakin  irendah  itingkat  ikesadaran  ihukum  imasyarakat,  imaka  iakan  isemakin  isukar  

iuntuk  imelaksanakan  ipenegakan  ihukum  iyang  ibaik.  i(Ali,  i2015) 

5. Faktor kebudayaan.  

Yakni  ihasil  ikarya,  icipta,  idan  irasa  iyang  ididasarkan  ipada  ikarsa  imanusia  idi  

idalam  ipergaulan  ihidup.  iKebudayaan  ipada  idasarnya  imencakup  inilai-nilai  iyang  

imendasari  ihukum  iyang  iberlaku,  inilai-nilai  imana  imerupakan  ikonsepsi  iabstrak  

imengenai  iapa  iyang  idianggap  ibaik  idan  iapa  iyang  idianggap  iburuk.  iSemakin  

ibanyak  ipenyesuaian  iantara  iperundang  iundangan  idengan  ikebudayaan  imasyarakat  

imaka  iakan  isemakin  imudahlah  imenegakan  ihukum,  isebaliknya  ijika  iperaturan  

iperundang-undangan  iyang  itidak  isesuai  idengan  ikebudayaan  imasyarakat  imaka  

iakan  isulit  iuntuk  imenegakan  ihukum.  i(Soekanto,  i2018) 
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 Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga 

merupakan  itolak  iukur  idaripada  iefektivitas  idari  ipenegakan  ihukum.  

i(Anggarasena,  i2010)  idan  itidak  ilupa  isemua  ikegiatan  idi  ibidang  ihukum  iperlu  

idijaga  iketerkaitan  idan  iketerpaduannya.  i(Lopa,  i2001) 

2.2. Kerangka Yuridis 

2.2.1. Tinjauan Umum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan  

Undang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  itelah  idiundangkan pada tanggal 22 Juni 2009 yang juga disahkan 

oleh Presiden Republik Indinesia pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini 

adalah kelanjutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Terlihat bahwa kelanjutannya 

adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang 

diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 Pasal menjadi 22 bab dan 336 Pasal. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dan  iUndang-Undang  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i14  iTahun  i1992  iTentang  

iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan  imemiliki  iperbedaan  idan  ipersamaan  iasas,  i  iPada  

ipasal  i2  i  iUndang-Undang  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i14  iTahun  i1992  iTentang  

iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan  imemiliki  iasas  i: 

1. Asas manfaat.  

2. Usaha bersama dan kekeluargaan.  
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3. Adil dan merata.  

4. Keseimbangan.  

5. Kepentingan umum.  

6. Keterpaduan.  

7. Kesadaran hukum.  

8. Percaya pada diri sendiri. 

Pada  ipasal  i2  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  

idan  iAngkutan  iJalan  imemiliki  iasas: 

1. Asas transparan.  

2. Asas akuntabel.  

3. Asas berkelanjutan. 

4. Asas partisipatif.  

5. Asas bermanfaat.    

6. Asas efisien dan efektif.  

7. Asas seimbang.  

8. Asas terpadu. dan  

9. Asas mandiri. 

Pada  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  imemiliki  itujuan  iterwujudnya  ipelayanan  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  iyang  iaman,  iselamat,  itertib,  ilancar,  idan  iterpadu  idengan  imoda  

iangkutan  ilain  iuntuk  imendorong  iperekonomian  inasional,  imemajukan  

ikesejahteraan  iumum,  imemperkukuh  ipersatuan  idan  ikesatuan  ibangsa,  iserta  

imampu  imenjunjung  itinggi  imartabat  ibangsa.  iterwujudnya  ietika  iberlalu  ilintas  idan  
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ibudaya  ibangsa.  idan  i  iterwujudnya  ipenegakan  ihukum  idan  ikepastian  ihukum  ibagi  

imasyarakat.  iTujuan  idari  iUndang-Undang  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i14  iTahun  

i1992  iTentang  iLalu  iLintas  iDan  iAngkutan  iJalan  iadaldah  iuntuk  imewujudkan  ilalu  

ilintas  idan  iangkutan  ijalan  idengan  iselamat,  iaman,  icepat,  ilancar,  itertib  idan  iteratur,  

inyaman  idan  iefisien,  imampu  imemadukan  imoda  itransportasi  ilainnya,  

imenjangkau  iscluruh  ipelosok  iwilayah  idaratan,  iuntuk  imenunjang  ipemerataan,  

ipertumbuhan  idan  istabilitas  isebagai  ipendorong,  ipenggerak  idan  ipenunjang  

ipembangunan  inasional  idengan  ibiaya  iyang  iterjangkau  ioleh  idaya  ibeli  

imasyarakat.  i 

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka 

kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari  

isini  ikita  iakan  itahu  iapakah  isemangat  itersebut  iseirama  idengan  iisi  idari  

ipengaturan-pengaturannya,  iatau  ijustru  iberbeda.  iSelanjutkan  idapat  imelihat  

ibagaimana  iUndang-Undang  iini  iakan  iberjalan  idi  imasyarakat  iserta  ibagaimana  

ipemerintah  isebagai  ipenyelenggara  inegara  idapat  imengawasi  iserta  imelakukan  

ipenegakannya.  iPelaksanaan  iDalam  iPenanganan  iKecelakaan  iLalu  iLintas  

isebagaimana  itelah  idikemukakan  idi  iatas  ibahwa  iimplementasi  idari  iUndang-

Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  

ibukanlah  imerupakan  isesuatu  iyang  imudah  idilaksanakan.  iBaik  ioleh  ipihak  

ipenegak  iundang-undang  imaupun  ioleh  ipihak  imasyarakat  iumum.  iHal  iini  

idisebabkan  ioleh  ibeberapa  ihal,  iselain  ifaktor  ikarena  iundang-undang  iini  ikurang  

isosialisasinya  idi  itengah-tengah  imasyarakat  iumum  isehingga  iterjadi  isikap  iacuh  
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itak  iacuh  iterhadap  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  

idan  iAngkutan  iJalan  i,  ijuga  ioleh  ikarena  ifaktor  ibudaya  imasyarakat  iserta  isarana  

idan  iprasarana  ilalu  ilintas  iyang  ikurang  imemadai  iberupa  irambu-rambu  idan  

itempat-tempat  ipemberhentian.  i 

Semua  iini  imenyebabkan  iterhambatnya  ipelaksanaan  iUndang-Undang  

iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan.  iPemerintah  

imempunyai  itujuan  iuntuk  imewujudkan  ilalu  ilintas  idan  iangkutan  ijalan  iyang  

iselamat,  iaman,  icepat,  ilancar,  itertib  idan  iteratur,  inyaman  idan  iefisien  imelalui  

imanajemen  ilalu  ilintas  idan  irekayasa  ilalu  ilintas.  iTata  icara  iberlalu  ilintas  idi  ijalan  

idiatur  idengan  iperaturan  iperundangan  imenyangkut  iarah  ilalu  ilintas,  iperioritas  

imenggunakan  ijalan,  ilajur  ilalu  ilintas,  ijalur  ilalu  ilintas  idan  ipengendalian  iarus  idi  

ipersimpangan.  iManajemen  ilalu  ilintas  imeliputi  ikegiatan  iperencanaan,  

ipengaturan,  ipengawasan,  idan  ipengendalian  ilalu  ilintas.  i 

2.2.2. Tinajauan Umum Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dan ditetapkannya Peraturan  iPemerintah  iRepublik  

iIndonesia  iNomor  i55  iTahun  i2012  iTentang  iKendaraan,  ikemudian  idalam  ipasal  

i106  iayat  i3  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan maka setiap kendaraan yang di beroperasi di jalan harus 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dalam pasal 48 ayat 2 unsur dalam 

persyaratn teknis anatar lain: 

1. Susunan.  
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2. Perlengkapan.  

3. Ukuran.  

4. Karoseri.  

5. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya.  

6. Pemuatan.  

7. Penggunaan.  

8. Penggandengan kendaraan bermotor. dan/atau  

9. Penempelan kendaraan bermotor 

Persyaratan laik jalan termuat dalam pasal 48 ayat 3 yang terdiri dari: 

1. Emisi gas buang. 

2. Kebisingan suara.  

3. Efisiensi sistem rem utama.  

4. Efisiensi sistem rem parkir.  

5. Kincup roda depan.  

6. Suara klakson.  

7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama.  

8. Radius putar.  

9. Akurasi alat penunjuk kecepatan.  

10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. dan  

11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. 

2.2.3. Tinajauan Umum Dasar Hukum Modifikasi 

Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2012 Tentang Kendaraan menerangkan bahwasannya modifikasi kendaraan 
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bermotor  iadalah  iperubahan  iterhadap  ispesifikasi  iteknis  idimensi,  imesin,  idan/  iatau  

ikemampuan  idaya  iangkut  ikendaraan  ibermotor.  iPada  idasarnya  imodifikasi  

ikendaraan  idi  iperbolehkan  idengam  iketemtuan  itertentu  idan  idi  iatur  i  idalam  iPasal  

i132  iayat  i6  idan  i7  iPeraturan  iPemerintah  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i55  iTahun  

i2012  iTentang  iKendaraan: 

1. Pasal  i6  i:  iModifikasi  ikendaraan  ibermotor  ihanya  idapat  idilakukan  

iselepas  imendapat  irekomendasi  idari  iAgen  iTunggal  iPemegang  

iMerek.  i 

2. Pasal 7 : Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh 

bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang 

bertanggung jawab di bidang industri. 

Kendaraan yang di modifikasi pada bagian mesin, dimensi dan daya angkut 

harus melakukan uji tipe kendaraan bermotor, sesuai dengan pasal 1 ayat 10 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 

Kendaraan. Selanjutnya kendaraan yang di modifikasi harus memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan, yang termuad dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada pasal 48 ayat 

2 dan 3. 

Pengujian kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepat Pasal 49 yang berbunyi: 
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1. Kendaraan  ibermotor,  ikereta  igandeng,  idan  ikereta  itempelan  iyang  

idiimpor,  idibuat  iatau  idirakit  idi  idalam  inegeri  iyang  iakan  

idioperasikan  idi  ijalan  iwajib  idilakukan  ipengujian. 

2. Pengujian  isebagaimana  idimaksud  ipada  iayat  i1  imeliputi:  i 

a. Uji  itipe. 

b. Uji  iberkala. 

Pasal 50 yang berbunyi : 

1. Uji tipe sebagimana dimaksud pada Pasal 49 ayat 2 huruf a wajib 

dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan 

kereta tempel, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta 

modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. 

2. Uji  itipe  isebagimana  idimaksud  ipada  iayat  i1  isendiri  iterdiri  iatas: 

a. Pengujian  ifisik  iuntuk  ipemenuhan  ipersyaratan  iteknis  idan  

ilaik  ijalan  iyang  idilakukan  iterhadap  ilandasan  ikendaraan  

ibermotor  idan  ikendaraan  ibermotor  idalam  ikeadaan  ilengkap. 

b. Penelitian  irancang  ibangunan  idan  irekayasa  ikendaraan  

ibermotor  iyang  idilakukan  iterhadap  irumah-rumah,  ibak  

imuatan,  ikereta  igandengan,  ikereta  itempelan,  idan  ikendaraan  

ibermotor  iyang  idimodifikasi  itipenya. 

3. Uji  itipe  isebagimana  idimaksud  ipada  iayat  i1  idilaksanakan  ioleh  iunit  

ipelaksana  iuji  itipe  ipemerintah. 



32 

 

 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana 

sebagimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

2.2.4. Tinjaun Umum Kebisingan Suara 

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam Undang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  

iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  iaturan  imengenai  ikebisingan  isuara  

iterdapat  ipada  ipasal  i48  iayat  i3  ib.  iKetentuan  ilebih  ilanjut  imengenai  ipersyaratan  

iteknis dan laik jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, kebisingan suara dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan 

terdapat pada pasal 64 ayat 2 huruf b. 

Kebisingan  isuara  idalam  iPeraturan  iPemerintah  iRepublik  iIndonesia  iNomor  

i55  iTahun  i2012  iTentang  iKendaraan  iharus  idi  iukur  iberdasarkan  ienergi  isuara  

idalam  isatuan  idesibel  i(dB).  iEnergi  isuara  iyang  idi  iukur  itidak  iboleh  imelebihi  

iambang  ibatas.  iSelanjutnya  iaturan  imengenai  iambang  ibatas  idi  iatur  ioleh  imenteri  

iyang  imenyelenggaran  iurusan  ipemerintah  ibidang  ilingkungan  ihidup.  iAmbang  

ibatas  ikebisingan  idi  iatur  idalam  iPeraturan  iMenteri  iNegara  iLingkungan  iHidup  

iNomor  i07  iTahun  i2009  iTentang  iAmbang  iBatas  iKebisingan  iKendaraan  

iBermotor  iTipe  iBaru, dalam pasal 1 ayat 1  iPeraturan  iMenteri  iNegara  iLingkungan  

iHidup  iNomor  i07  iTahun  i2009  iTentang  iAmbang  iBatas  iKebisingan  iKendaraan  

iBermotor  iTipe  iBaru  iAmbang  ibatas  ikebisingan  iadalah  ibatas  imaksimum  ienergi  

isuara  iyang  iboleh  idikeluarkan  ilangsung  idari  imesin  idan/atau  itransmisi  ikendaraan  
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ibermotor  itipe  ibaru.  iSetiap  ikendaraan  iyang  iberoperasi  idi  ijalan  iharus  isudah  

imelewati uji kebisingan karena merupakan salah satu persyaratan teknis dan laik 

jalan.  

Dalam  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan,  ikebisingan  isuara  idi  iatur  idalam  ipasal  i48  iayat  i3  ihuruf  ib.  

iMengenai uji tingkat kebisingan di atur dalam pasal 54 ayat 3 huruf b. Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

tidak di atur mengenai standar operasional prosedur pengujian tingkat kebisingan 

kendaraan bermotor. Uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru di atur dalam 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 Tentang 

Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dengan ketentuan 

tahapan:  

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan 

permohonan uji tipe kebisingan kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang 

perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang 

memproduksi kendaraan bermotor tipe baru dan/atau 

melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh 

(completely built-up) atau dalam keadaan tidak utuh. 
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2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan melakukan uji kebisingan di laboratorium yang terakreditasi 

yang berada di dalam negeri 

a. Laboratorium  iterakreditasi  iadalah  ilaboratorium  iyang  

imelakukan  iuji  ikebisingan  ikendaraan  ibermotor  itipe  ibaru  

iyang  iterakreditasi  ioleh  ilembaga  iakreditasi  inasional  iatau  

ibadan  iyang  idiakui  isecara  iinternasional. 

Dalam  ipasal  i122  iayat  i1  iPeraturan  iPemerintah  iRepublik  iIndonesia  iNomor  

i55  iTahun  i2012  iTentang  iKendaraan  iyang  iberhak  imelakukan  ipengujian  iterhadap  

ikendaraan  ibermotor  iadalah  iunit  ipelaksana  ipengujian  ikendaraan  ibermotor  iyang  

imemiliki  i 

1. Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur 

pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan 

pengujian.  

2. Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji 

kendaraan bermotor. 

2.2.5. Tinjaun Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 

Di  idalam  ipengertian  iumum  iyang  idiatur  ioleh  iUndang-Undang  iNomor  i22  

iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  iidak  iditemukan  iadanya  

ipengertian  isecara  ijelas  itentang  iapa  iyang  idimaksud  idengan  ipelanggaran  ilalu  

ilintas.  i(Naning,  i1983)  i  iBahwa  ipelanggaran  ilalu  ilintas  iadalah  iperbuatan  iatau  

itindakan  iseseorang  iyang  ibertentangan  idengan  iperaturan  iperundang-undangan  

ilalu  ilintas  ijalan.  iYang  idimaksud  idengan  ipelanggaran  iadalah  iperbuatan  iatau  
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iperkara  imelanggar.  iAtau  idengan  ikata  ilain  ipelanggaran  iadalah  itindak  ipidana  

iyang  ilebih  iringan  idaripada  ikejahatan.  iSedangkan  iyang  idimaksud  idengan  

imelanggar  iadalah  imelewati  iatau  imelalui  idengan  itidak  isah,  imenubruk,  

imenabrak,  imenyalahi,  imelawan.  iJadi  idapat  idisimpulkan  ibahwa  idefinisi  

ipelanggaran  iyaitu  ipelanggaran  ilalu  ilintas  iadalah  isuatu  iperbuatan  iatau  iperkara  

imelewati,  imelalui  idengan  itidak  isah,  imenabrak,  imenyalahi,  imelawan,  iyang  

iberhubungan  idengan  iarus  ibolak-balik,  ihilir  imudik  iatau  iperjalanan  idijalan,  

iperhubungan  iantara  isatu  itempat  idengan  itempat  iyang  ilain  idengan  imenggunakan  

ikendaraan  ibermotor.  i 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat 1, dapat diketahui jelas 

mengenai pasal-pasal tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 313. Pelanggaran 

lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentag Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Antara lain  

1. Tidak  imemiliki  iSurat  iIzin  iMengemudi. 

Pidana  ikurungan.  iWaktu  ipaling  ilama  i4  ibulan  iatau  idenda  ipaling  

ibanyak  iRp  i1  ijuta.  i(Pasal  i281).  i 

2. Memiliki  iSurat  iIzin  iMengemudi  itapi  itidak  idapat  imenunjukkanya.  i 

Pidana  ikurungan.  iWaktu  ipaling  ilama  i1  ibulan  iatau  idenda  ipaling  

ibanyak  iRp  i250  iribu.  i(Pasal  i288  iayat  i2).  i 

3. Kendaraan  itidak  idipasangi  itanda  inomor  ikendaraan.  i 
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Dipidana  idengan  ipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i2  ibulan  iatau  idenda  

ipaling  ibanyak  iRp  i500  iribu.  i(Pasal  i280)  i 

4. Motor  itidak  idipasangi  ispion,  ilampu  iutama,  ilampu  irem,  iklakson,  

ipengukur  ikecepatan,  idan  iknalpot.  i 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i1  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i250  iribu  i(Pasal  i285  iayat  i1)  i 

5. Mobil  itidak  ipasang  ispion,  iklakson,  ilampu  iutama,  ilampu  imundur,  

ilampu  irem,  ikaca  idepan,  ibumber,  ipenghapus  ikaca.  i 

pidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i2  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  iRp  

i500  iribu  i(Pasal  i285  iayat  i2)  i 

6. Mobil  iyang  itdak  idilengkapi  iban  icadangan,  isegitiga  ipengaman,  

idongkrat,  ipembuka  iroda, dan peralatan pertolongan pertama pada 

kecelakaan.  

Dipidana kurungan. paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 

Rp  i250  iribu  i(Psal  i278)  i 

7. Setiap  ipengendara  iyang  imelanggar  irambu  ilalu  ilintas.  i 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i2  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i500  iribu  i(Pasal  i287  iayat  i1  i)  i 

8. Setiap  ipengendara  iyang  imelanggar  ibatas  ikecepatan  ipaling  itinggi  

iatau  ipaling  irendah.  i 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i2  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i500  iribu  i(Pasal  i287  iayat  i5)  i 
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9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau 

surat tanda coba kendaraan bermotor.  

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i2  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i500  iribu  i(Pasal  i288  iayat  i1) 

10. Pengemudi  iatau  ipenumpang  iyang  iduduk  idisamping  ipengemudi  

imobil  itak  imengenakan  isabuk  ikeselamatan.  i 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i1  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i250  iribu  i(Pasal  i289)  i 

11. Pengendara  idan  ipenumpang  imotor  itidak  ipakai  ihelm  istandar.  i 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i1  ibulan  iatau  idenda  ipaling  ibanyak  

iRp  i250  iribu  i(Pasal  i291  iayat  i1)  i 

12. Mengendarai  ikendaraan  ibermotor  idijalan  itanda  imenyalakan  ilampu  

iuatama  ipada  imalam  ihari  idan  ikondisi  itertentu.  isebagaimana  

idimaksud  idalam  ipasal  i107  iayat  i(1)  i20  i 

Dipidana kurungan. paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 

banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1)  

13. Mengendarai  isepeda  imotor  idijalan  itanpa  imenyalakan  ilampu  

iuatama  ipada  isiang  ihari.  isebagamana  idimaksud  idalam  ipasal  i107  

iayat  i(2) 

Dipidana  ikurungan.  ipaling  ilama  i15  i(lima  ibelas)  ihari  iatau  idenda  

ipaling  ibanyak  iRp  i100  i(seratus  iribu  irupiah)  i(Pasal  i293  iayat  i2)  i  i 

14. Setiap  ipengendara  isepeda  imotor  iyang  iakan  iberbelok  iatau  iberbalik  

iarah  itanpa  imemberi  iisyarat  ilampu.  i 



38 

 

 

Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 

Rp 250 ribu (Pasal 294) 

Majunya  iilmu  ipengetahuan  idibidang  iteknik  iakan  iselalu  imenambah  ijumlah  

ikendaraan  ibermotor  idan  imakin  iramainya  ijalan  ioleh  ipara  ipemakai  ijalan  iterutama  

iyang  imempergunakan  ikendaraan  ibermotor  imenyebabkan  ipesatnya  iarus  ilalu  

ilintas  idi  ijalanan.  iSimpang  isiurnya  ilalu  ilintas  idi  ijalanan  isetiap  ihari  ibertambah  

iterus  isehingga  isegala  iakibat  iyang  iditimbulkan  ioleh  iramainya  ilalu  ilintas  iitu  iakan  

imempunyai  iefek  ijuga  ibagi  imasyarakat.  iBertambahnya  ijumlah  ikendaraan  

ibermotor  iseperti  isepeda  imotor  idan  imobil  idengan  iberbagai  imacam  iragam  

istylenya,  imereknya,  iberarti  ijuga  ipengemudinya  imenunjukan  ikenaikan  iyang  

ipesat.  i 

Dikeluarkanya  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  itentang  iLalu  

iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  iini  iadalah  iagar  imasyarakat  idapat  imengetahui  idan  

imematuhi  iaturan-aturan  iyang  iberlaku  idalam  iundang-undang  iini.  iMengingat  

ibegitu  ibanyaknya  irevisi  iperaturan  idalam  iundang-undang  iyang  ibaru  iini.  iSemua  

iperaturan  iyang  idi  ikeluarkan  iini  iagar  idapat  imenjaga  iketertiban,  ikeamanan,  idan  

ikelancaran  ijalanya  ilalu  ilintas  ikendaraan  ibermotor  idi  ijalan  iraya.  iMaksud  

idikeluarkanya  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  itentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  iini  ikarena  iundang-undang  ilalu  ilintas  iyang  ilama  iitu  isudah  itidak  

isesuai  ilagi  idengan  iperkembangan  izaman  iterutama  ikarena  ipesatnya  

iperkembangan  ikemajuan  iteknik  idibidang  ipengangkutan  idi  ijalan  iraya.  iSetiap  

iorang  idianggap/  idiwajibkan  imengetahui  iundang-undang  idan  iperaturan-

peraturan.  iTetapi  ihanya  isebagian  ikecil  isaja  idari  ipenduduk  iyang  imengerti  
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iterutama  imengenai  iperaturan  ilalu  ilintas  iyaitu  ihanyalah  ipengemudi  ikendaraan  

ibermotor  iyang  itelah  imenempuh  iujian  iketika  ihendak  imendapatkan  iSurat  iIzin  

iMengemudi  i(SIM).  i 

Bilamana  iterjadi  isuatu  ipelanggaran  iperaturan  ilalu  ilintas.  iMaka  iterlebih  

idahulu  iharuslah  idiingat  ibahwa  isegala  iperaturan  ilalu  ilintas  ijalan  iberisikan  i2  

i(dua)  ikategori  iketentuan  iyaitu  iyang  imerupakan  iperintah  idan  ilarangan.  iDalam  

ihal  ipelanggaran  iperaturan  ilalu  ilintas  itidaklah  imemperhatikan  iapakah  itindakan  

iitu  idilakukan  idengan  isengaja  iatau  ikarena  ikealpaan.  iKarena  iseorang  ipengemudi  

ikendaraan  ibermotor  iyang  ipada  iwaktu  imengendarai  ikendaraanya  idi  ijalan  iumum  

itertangkap  ioleh  iPolisi  ikarena  idia  itidak  imembawa  isurat  iizin  imengemudi  i(SIM)  

ikarena  itertinggal  idi  irumah.  iDalam  ihal  ipelanggaran  ilalu  ilintas  itetap  

idipersalahkan.  i 

Masalah  ilupa  iatau  iketinggalan  idisini  iadalah  isuatu  ikealpaan  i(culpa).  iTetapi  

idalam  iperaturan  ilalu  ilintas  ikealpaan  iini  itidak  idiperhatikan.  iAkibat  idari  

ipelanggaran  ilalu  ilintas  iini  idapat  imerugikan  iharta  ibenda.  iMisalnya  idengan  

irusaknya  ikendaraan  iitu  isendiri,  ibahkan  idapat  ipula  imerenggut  ijiwa  iorang  ilain  

imaupun  ijiwa  idari  ipada  ipengemudi  iitu  isendiri,  itetapi  iada  ijuga  ipelanggaran  iyang  

itidak  idapat  imenimbulkan  ikerugian  iapa-apa,  idan  ijenis  ipelanggaran  iyang  iterakhir  

iinilah  iyang  ipaling  isering  iterjadi.  iAkibat  idari  ipada  ijenis  ipelanggaran  ilalu  ilintas  

iyang  iterakhir  iini  ihanyalah  idirasakan  ioleh  isi  ipengemudi  iatau  ipemilik  ikendaraaan  

iitu  isendiri,  imisalnya  iterhadapnya  idijatuhi  ihukuman  idenda  iatau  ihukuman  

ikurungan  isebagai  ipengganti  iapabila  idenda  iitu  itidak  idibayar.  i 
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Dalam  ihal  iterjadi  ikecelakaan  ilalu  ilintas  iyang  idisebabkan  ioleh  ikealpaan,  

isehingga  iterjadi  ipalanggaran  iPasal-Pasal  idalam  iKitab  iUndang-Undang  ihukum  

ipidana  iUndang  iUndang  iNo.  i8  iTahun  i1981  iTentang :  iKitab  iUndang  iUndang  

iHukum  iAcara  iPidana  iterutama  iPasal  i359  idan  i360,  idisebabkan  ipengemudi  itidak  

imemperhatikan  ikepentingan  iumum.  iMisalnya  imelarikan  ikendaraanya  idengan  

ikecepatan  iyang  itinggi,  imembawa  imuatan  iorang  iatau  ibarang  ilebih  idari  ipada  iapa  

iyang  itelah  iditetapkan  iatau  ikarena  ikurang  imemperhatikan  ikeadaan  ialat-alat  idari  

ikendaraan  iyang  idikemudikannya.  i  iApakah  itiap  ikecelakaan  iyang  iterjadi  idijalan  

itermasuk  ikecelakaan  ilalu  ilintas?  iPenetapan  iarti  iini  iadalah  ipenting  iuntuk  

idijadikan  ipegangan  ibagi  ipara  ipemeriksa  ikecelakaan  ilalu  ilintas  idan  ijuga  ibagi  

ipencatatan  imengenai  ibanyaknya  ikecelakaan  iyang  iterjadi.  

 Dalam  iPasal  i316  iayat  i(1)  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  

itentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  idapat  ikita  iketahui  iPasal-Pasal  imana  

iyang  imengatur  itentang  iperbuatan-perbuatan  iyang  idikategorikan  isebagai  

ipelanggaran  ilalu  ilintas.  iPasal  i316  iayat  i(1)  iadalah:  i“Ketentuan  isebagaimana  

idimaksudkan  idalam  iPasal  i274,  iPasal  i275  iayat  i(1),  iPasal  i279,  iPasal  i280,  iPasal  

i281,  iPasal  i282,  iPasal  i283,  iPasal  i284,  iPasal  i285,  iPasal  i287,  iPasal  i288,  iPasal  

i289,  iPasal  i290,  iPasal  i291,  iPasal  i293,  iPasal  i294,  iPasal  i295,  iPasal  i296,  iPasal  

i297,  iPasal  i298,  iPasal  i299,  iPasal  i309,  idan  iPasal  i313  iadalah  ipelanggaran”. 

2.2.6. Dasar Hukum Penggunaan Sepeda Motor 

Menurut  iSurajiman  i&  iHarahap.  iSepeda  imotor  imerupakan  ialat  itransportasi  

iyang  ipenggunaannya  itunduk  ipada  iperaturan  iperundangan  iyang  iberlaku  idi  
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iIndonesia  iterutama  ipada  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  

iLintas  idan  iAngkutan  iJalan. Sepeda motor menurut Pasal 1 butir ke (20) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, 

“Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau 

tanpa kereta samping atau Kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. 

Sebagai  ialat  itransportasi  isepeda  imotor  ipemanfaatannya  iharus  iselaras  idengan  

itujuan  itransportasi  iyaitu  imampu  imengangkut  iorang  idari  itempat  iasal  isampai  ike  

itempat  itujuan  idengan  iselamat,  icepat,  itepat,  iefektif  idan  iefisien.  iTransportasi  ioleh  

iahli  imanajemen  itransportasi  idiartikan  isebagai  itindakan  iatau  ikegiatan  

imengangkut  iatau  imemindahkan  imuatan  i(barang  idan  iorang)  idari  isuatu  itempat  ike  

itempat  ilain,  iatau  idari  itempat  iasal  ike  itempat  itujuan.  iTempat  iasal  idapat  

imerupakan  idaerah  iperumahan  i(pemukiman),  isedangkan  itempat  itujuannya  iadalah  

itempat  ibekerja,  ikantor,  isekolah,  ikampus,  irumah  isakit,  ipasar,  ipusat  iperbelanjaan,  

ihotel,  ipelabuhan,  ibandar  iudara,  idan  imasih  ibanyak  ilagi  iyang  ilainnya,  iataupun  

idalam  iarah  isebaliknya,  iyaitu  itempat  itujuan  imerupakan  itempat  iasal  idan  itempat  

iasal  imerupakan  itempat  itujuan.  i(Adisasmita,  i2011) 

 Hal-hal  iyang  idikemukakan  idi  iatas  iadalah  isesuatu  inorma  iideal  iyang  ibisa  

idikaitkan  idalam  ipenyelenggaraan  itarnsportasi.  iPenyelenggaraan  itransportasi  idi  

iIndonesia  idalam  ihal  ilalu  ilintas  idan  iangkutan  ijalan  itunduk  ipada  iUndang-undang  

iNomor  i22  itahun  i2009  itentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan.  iUndang-undang  

iini  iterdiri  idari  i326  iPasal  iyang  idikelompokkan  idalam  i22  ibab.  iBerkenaan  idengan  

ipenerapan  iaturan  idan  isanksi  ipenggunaan  isepeda  imotor  idalam  iberlalu  ilintas  

iberada  ipada  ibab-bab  itentang  iKendaraan,  iPengemudi,  iLalu  iLintas,  iAngkutan,  
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iKeamanan  idan  iKeselamatan  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan,  iDampak  

ilingkungan,  iKecelakaan  ilalu  iLintas,  iPenyidikan  idan  iPenindakan  iPelanggaran  

iLalu  ilintas  idan  iangkutan  iJalan,  idan  iKetentuan  iPidana. 

 Undang  iUndang  iNomor  i22  itahun  i2009  itentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  itidak  imengatur  isecara  ikhusus  itentang  isepeda  imotor.  iMeskipun  

idemikian  isemangat  idalam  iUndang  iUndang  i22  itahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  

idan  iAngkutan  iJalan  idalam  imengatur  ikendaraan  ibermotor  idapat  idilihat  idari  

itujuan  iyang  ihendak  idicapai,  iseperti  iyang  itercantum  idalam  iPasal  i3  ibahwa,  

ibertujuan: 

1. Terwujudnya  ipelayanan  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  iyang  

iaman,  iselamat,  itertib  ilancar,  idan  iterpadu  idengan  imoda  iangkutan  

ilain  iuntuk  imendorong  iperekonomian  inasional,  imemajukan  

ikesejahteran  iumum,  imemperkukuh  ipersatuan  idan  ikesatuan  ibangsa,  

iserta  imampu  imenjunjung  itinggi  imartabat  ibangsa. 

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 

3. Terwujudnya  ipenegakan  ihukum  idan  ikepastian  ihukum  ibagi  

imasyarakat. 

 Guna  imewujudkan  itujuan  itersebut  ipemerintah  ibertanggung  ijawab  

imelaksanakan  ipembinaan  iantara  ilain  iyang  idisebutkan  idalam  iUndang-Undang  

iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  iAngkutan  iJalan  iPasal  i5  iayat  

i(1)  idan  i(2),  iyang  imeliputi:  i 
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a. Perencanaan.  

b. Pengaturan.  

c. Pengendalian. dan  

d. Pengawasan. 

 Oleh  ikarena  iitu  idalam  irangka  imewujudkan  isistem  itransportasi  inasional  

isemua  iaktivitas  itransportasi  iharus  iberada  ipada  iperencanaan,  ipengaturan,  

ipengendalian,  idan  ipengawasan  ipemerintah  isebagai  isatu  ikesatuan.  iSetiap  

ipengguna  ijalan,  iterutama  ipengguna  ikendaraan  ibermotor  iwajib  iberperilaku  itertib  

iserta  imencegah  ihal-hal  iyang  idapat  imerintangi,  imembahayakan  ikeamanan  idan  

ikeselamatan  ilalu  ilintas  idan  iangkutan  ijalan  imaupun  iyang  idapat  imenimbulkan  

ikerusakan  ijalan  i(Pasal  i105  ihuruf  ia  idan  ib). 

 Guna  imencapai  iketertiban  idan  ikeselamatan  idalam  iberlalu  ilintas  imenurut  

iPasal  i106  iUndang-Undang  iNomor  i22  itahun  i2009  itentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  imenyebutkan  ibahwa: 

1. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  idi  ijalan  

iwajib  imengemudikan  ikendaraannya  idengan  iwajar  idan  ipenuh  

ikonsentrasi. 

2. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  idi  iJalan  

iwajib  imengutamakan  ikeselamatan  iPejalan  iKaki  idan  ipesepeda. 

3. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  idi  iJalan  

iwajib  imematuhi  iketentuan  itentang  ipersyaratan  iteknis  idan  ilaik  

ijalan. 
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4. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  idi  iJalan  

iwajib  imematuhi  iketentuan: 

a. Rambu perintah atau rambu larangan. 

b. Marka Jalan. 

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

d. Gerakan  iLalu  iLintas. 

e. Berhenti  idan  iParkir. 

f. Peringatan  idengan  ibunyi  idan  isinar. 

g. Kecepatan  imaksimal  iatau  iminimal.  idan/  iatau 

h. Tata  icara  ipenggandengan  idan  ipenempelan  idengan  

iKendaraan  ilain. 

5. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap 

orang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  iwajib  

imenunjukkan: 

a. Surat  iTanda  iNomor  iKendaraan  iBermotor  iatau  iSurat  iTanda  

iCoba  iKendaraan  iBermotor. 

b. Surat  iIzin  iMengemudi. 

c. Bukti  ilulus  iuji  iberkala.  i 
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d. Tanda  ibukti  ilain  iyang  isah. 

6. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  iberoda  

iempat  iatau  ilebih  idi  iJalan  idan  ipenumpang  iyang  iduduk  idi  

isampingnya  iwajib  imengenakan  isabuk  ikeselamatan. 

7. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iKendaraan  iBermotor  iberoda  

iempat  iatau  ilebih  iyang  itidak  idilengkapi  idengan  irumah-rumah  idi  

iJalan  idan  ipenumpang  iyang  iduduk  idi  isampingnya  iwajib  

imengenakan  isabuk  ikeselamatan  idan  imengenakan  ihelm  iyang  

imemenuhi  istandar  inasional  iIndonesia. 

8. Setiap  iorang  iyang  imengemudikan  iSepeda  iMotor  idan  iPenumpang  

iSepeda  iMotor  iwajib  imengenakan  ihelm  iyang  imemenuhi  iStandar  

iNasional  iIndonesia. 

9. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta 

samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 

 Berdasarkan  ikeadaan  idi  iatas  imaka  ipersoalan  imengenai  iaturan  idan  isanksi  

idalam  iUndang-Undang  iNomor  i22  iTahun  i2009  iTentang  iLalu  iLintas  idan  

iAngkutan  iJalan  isudah  imulai  iterlihat,  ihanya  isaja  ibagaimana  ipenerapan  iaturan  

idan  isanksi  itersebut  idilaksanakan  itergantung  idari  isemua  ipihak  iyang  iberkaitan  

idengan  ihal  itersebut.  i 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian  ihukum  imerupakan  isuatu  ikegiatan  iilmiah,  iyang  ididasarkan  ipada  

imetode,  isistematika,  idan  ipemikiran  itertentu,  iyang  ibertujuan  iuntuk  imempelajari  

isesuatu  iatau  ibeberapa  igejala  ihukum  itertentu,  idengan  ijalan  imenganalisisnya.  iDi  

isamping  iitu  ijuga  idiadakan  ipemeriksaan  iyang  imendalam  iterhadap  ifaktor  i  ihukum  

itersebut,  iuntuk  ikemudian  imengusahakan  isuatu  ipemecahan  iatas  ipermasalahan-

permasalahan  iyang  itimul  idi  idalam  igejala  iyang  ibersangkutan.  i(Ali,  i2015) 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah pendekatan 

dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan 

sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-

aspek hukum dalam interaksi sosial di dala masyarakat dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan bahan nonhukum 

bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. (Ali, 2015) 

3.2. Metode Pengumpulan Data  

Metode dalam pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari metode 

yaitu : (Ali, 2015) 

1. Metode penelitian kepustakaan. 
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Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian. 

2. Metode penelitian lapangan. 

 Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui 

informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara 

purpurposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanmya) 

dan/atau random sampling (ditentukan secara acak oleh peneliti) 

3.2.1. Jenis Data 

 Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Sumber Data Primer. 

 Adapun  isumber  idata  iprimer  ipenelitian  iini  imengacu  ipada  ihasil  ipenelitian  

ilapangan  iberupa  ihasil  iwawancara  idengan  iresponden  idan  ihasil  ipengamatan.  iData  

iprimer  iyang  idigunakan  idalam  ipenelitian  iini  iadalah  idata  iyang  idiperoleh  

ilangsung  idari  iresponden  imelalui  iwawancara  iyakni  idengan  ipihak-pihak  iyang  

iterkait  idengan  iupaya  iyang  idilakukan  iPolisi  iSatuan  iLalu  iLintas  i(Satlantas)  

iKepolisian  iResor  iKota  iBarelang  idalam  imenertibkan  ipelanggaran  iknalpot  idi  iatas  

iambang  ibatas  ikebisingan  iyakni  ipengendara  iyang  isatu  isebagai  ipihak  iyang  

imelanggar  idan  ipengendara  iyang  ilainnya  isebagai  ipihak  iyang  idirugikan.  i(Ali,  

i2015) 

2. Sumber Data Sekunder.  
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 Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan lebih 

lanjut terhadap data primer yang didapatkan, data sekunder dapat berasal dari 

Bahan pustaka berupa buku dan kajian-kajian ilmiah mengenai hukum yang 

terkait dengan objek penelitian ini.(Ali, 2015) 

3.2.2. Alat Pengumpulan Data  

 Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa alat 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara. 

Wawancara adalah kegiatan di mana dua saling bertemu untuk melakukan 

pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di temukan 

informasi lain dalam topik yang di bicarakan.  (Amiruddin & Asikin, 2016) 

Dalam  ipenelitian  iini  ipenulis  imelakukan  iobservasi  ilangsung  ike  ilapangan  

idengan  imelakukan  iwawancara  idengan  ipihak-pihak  iyang  iberkompeten  

imemberikan  iinformasi  itentang  ipembahasan  imasalah  idalam  ipenelitian  iini  iyaitu  

ibeberapa  ipihak  imeliputi:  iSatuan  iLalu  iLintas  i(Satlantas)  iKota  iBatam-Kepolisian  

iResor  iKota  iBarelang,  idealer  imotor,  ibengkel  imotor,  ipengemudi  ikendaraan  

ibermotor  idan  iperwakilan  ipengguna  ijalan  ilainnya. 

2. Dokumentasi. 

Dokumentasi, yaitu dokumen yang dihimpun dan dikumpulkan yang 

berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini meliputi: perundang-

undangan, peraturan-peraturan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, 

makalah seminar, arsip-arsip, buku-buku, majalah, agenda, laporan penelitian, 
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dokumen resmi, informasi online dari internet (website) dan lain-lain bahan 

kepustakan berupa buku-buku, literature dan studi kepustakaan (Library 

Research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 

mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti. (Amiruddin & Asikin, 2016) 

3. Lokasi Penelitian.  

 Adapun lokasi yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Kota 

Barelang, yang khususnya pada bagian satuan lalu lintas -  Kepolisian Resor Kota 

Barelang. Pemilihan lokasi ini diharapkan agar penelitian dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien, serta di lokasi ini masih banyak ditemukan kasus pengendara 

kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

(secara khusus penggunaan kendaraan bermotor dengan modifikasi knalpot yang 

tidak memenuhi standar kelayakan dan melewati ambang batas kebisingan). 

3.3. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. (Sugiyono, 2018) Inti dari metode ini adalah data-data yang diperolah 

langsung dari lapangan kemudian data diolah untuk di paparkan dalam bentuk 

tulisan. 
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3.4. Penelitian Terdahulu  

 Berikut disajikan beberapa hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, 

berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Soni Sadono. (ISSN: 23389176) 

Soni Sadono dari Fakultas Industri Kreatif di Telkom University 

dengan penelitiannya yang berjudul “Budaya Tertib Berlalu-Lintas 

“Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor 

Di Kota Bandung”. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Sadono 

bertitik fokus pada mengamati kebiasaan masyarakat dalam berlalu 

lintas, mulai dari tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan lalu 

lintas dan tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, lain 

halnya dengan penulis yang lebih menitik beratkan penelitian untuk 

menilai tingkat efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian di tambah 

denagn pemahaman polisi satuan lalu lintas terhadap aturan 

mengenai ambang batas kebisingan yang di ataur dalam peraturan 

menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas 

kebisingan kendaraan bermotor tipe baru, kedua aturan tersebut 

khususnya berkaitan dengan knalpot. (Sadono, 2016) 

2. Yuda Riyansah. (P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-987) 

Yuda Riyansah dari Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor 

dengan penelitiannya yang berjudul “Pelanggaran Persyaratan 
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Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Racing”. Dalam 

penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yaituu hukum dikonsepskan sebagai norma, kaidah, asas atau 

dogma-dogma. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan 

studi kepustakaan (penelahaan terhadap literatur) namun sepanjang 

diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi 

kepustakaan. Termasuk dalam kajian/pendekatan yuridis normatif di 

antaranya adalah sejarah hukum dan pembandingan hukum, juga 

filsafat hukum. Fokus dari penelitian Yuda Riyansyah yaitu 

mengenai tingkat kesadaran hukum pada masyarakat yang 

menggunakan knalpot racing pada kendaraannya, berbeda dengan 

penulis yang lebih memfokuskan mengenai mekanisme atau tahapan 

apa saja yang di lakukan pihak polisi satuan lalu lintas dalam 

menentukan suatu knalpot telah melewati ambang batas kebisingan 

terlepas dari masyarakat itu menggunakan knalpot bawaan pabrikan 

atau knalpot racing. (Riyansah, Syamsah, & Junaidi, 2016) 

3. Anny Yuserlina. (P-ISSN: 2355-4657. E-ISSN: 2580-1678) 

Anny Yuserlina dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja 

Payakumbuh, dengan penelitiannya yang berjudul “Penanggulangan 

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor 

Bukitinggi Terhadap Pelajar”, Penelitian yang di lakukan oleh Anny 

Yuserlina menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan 
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praktik hukum di lapangan tentang peranan satuan lalu lintas dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Penelitian yang di lakukan 

oleh Anny Yuserlina berfokus tentang cara pihak kepolisian dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pelajar, 

berbeda dengan penulis, di mana penulis tidak hanya berfokus pada 

kalangan pelajar, namun yang di batasi di sini ialah objek yang akan 

di teliti hanya berkaitan dengan pelanggaran kebisingan suara dari 

knalpot. (Yuserlina, 2019) 

4. Dadik Purnomo. (ISSN: 2614-560X) 

Dadik Purnomo Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA 

Semarang dengan penelitian yang berjudul “Peran Sat Lantas 

Kepolisian Resor Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan 

Lalu Lintas”. Metode penelitian yang di gunakan oleh dadik 

purnomo ialah penelitian deskrivtif kualitatif. Penelitian deskriptif 

ditujukan untuk : Mengumpulkan informasi secara aktual dan 

terperinci, Mengidentifikasikan masalah, Membuat perbandingan 

atau evaluasi, Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam 

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka 

untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan 

datang. Fokus pada penelitian yang di lakuakan oleh Dadik purnomo 

ialah mengenai cara menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan 

menggunakan program atau kegiatan safety riding, lain dengan 
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penulis yang berfokus pada hambatan dan upaya apa saja yang sudah 

di lakukan polisi satuan lalu lintas dalam melakukan penegakan 

hukum terkait knalpot yang melewati ambang batas 

kebisingan.(Purnomo & Hafidz, 2018) 

5. Ulfa Sarah Minanda. (ISSN: 2460-643X) 

Ulfa Sarah Minanda  dari Prodi ilmu hukum, Fakultas Ilmu hukum, 

Universitas Islam Bandung, dengan penelitiannya yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot 

Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan 

UndangUndang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan”, dengan metode penelitian pendekatan yuridis 

empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah 

dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan 

serta melakukan penelitian terhadap masyarakat pengguna jalan 

lainnya. Ulfa Sarah Minanda dalam penelitian berfokus pada tingkat 

efektivitas sanksi tilanng yang di berikan terhadap pengendara 

sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Lain dengan penulis 

yang berfokus pada efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 

terhadap pengaturan standar knalpot.(Minanda & Ravena, 2016) 


